
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (4) clan 
Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali tera khir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011, diamanatkan bahwa tata cara pernberian dan 
pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap 
darurat serta pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai 
kegiatan dalam keadaan darurat diatur dalam Peraturan 
Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2021; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah 
Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingka t II 
Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 09 Ta h u n 
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Sclatan, 
Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Hu mba ng 
Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke uanga n 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tent.ang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tah LI n 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

6. Un.dang-Un.dang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20] 1 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran 
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran 
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah clerigan 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan U ndarig­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ked ua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RPpuhlik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tenrang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

10. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 lent,rng 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahu n 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6322); 

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ten tang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lernbaran Negara 
Tahun 2018 Nomor 33); 

12. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Norn or 13 Tah LI 11 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir clengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tah LI n 201 1 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pecloman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahu n 20 l 5 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 

• 
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BAB f 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah 
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKP!,D 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku periggu na 
anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan 
daerah. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 2021 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

\ 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanu1i Utara Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Penge1olaan Kruangan 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratu ran 
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabu patcn 
Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 ten.tang Pokok­ 
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nornor 07 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli 
Utara; 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nornor 09 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkar Dacrah 
Kabupaten Tapanuli Utara; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanu li Utara Nomor O 1 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Bela nja 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 

19 Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2021; 

• 
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Pasal 3 
Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi: 
a. penganggaran belanja tidak terduga; 
b. penggunaan dan pelaksanaan belanja tidak terduga; dan 
c. pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga. 

BAB II 
LANDASAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya: 
a. tidak biasa, bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pernermtah 

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 

yang disebabkan oleh keadaan darurat; 
e. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
f. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat; 
g. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah 

ditutup; atau 
h. pengembalian penerimaan pendapatan tahun sebelumnya yang telah d i t u t.u p. 

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPl<D adalah 
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan 
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD clan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pe nggu naan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daera h varig 
dipimpinnya. 

9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa u n ru k 
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan 
sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

10. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai berida ha ra umu m 
daerah. 

11. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang d itu nj u k 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada PPKD . 

12. Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 
pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah. 

13. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD 
untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat 
diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pernbavaran atas 
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. 

• 

• 
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(6) 

(5) 

( 4) 

(3) 

c. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan: clan/atau 
d. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pclavauan 

publik. 
(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat ( 1) h u ru f b 

meliputi : 
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar rna syara k at ·' ,rng 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib: 
c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pernerintah Daerah clan t ida k 

dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perunclang­ 
undangan; dan/ atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan meriimbulkan 
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. 

I 

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tah u n- 
tahun sebelumny.a sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat ( 1) h 11n.1 f c 
ditetapkan dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling 
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. 
Dalam keadaan· darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengcluaran 
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diu su lk an dalam 
rancangan Peru bahan APBD. 
Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagairnana 
dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja tid ak terduga. 
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan clengan 
car a: 
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target k inerja 

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan/a1.au 
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. 

Pasal6 
(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a 

meliputi: 
a. tanggap darurat bencana; 
b. penanggulangan bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial clnn/;:1t;w 

kejadian luar biasa; 

BAB IV 
PENGGUNAAN DAN ?ELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 5 
( 1) Belanja tidak terduga dipergunakan untuk pendanaan: 

a. keadaan darurat; 
b. keperluan mendesak; dan 
c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penenmaan daerah ta hu n­ 

tahun sebelumnya. 
(2) Penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan melalui pembebanan secara langsung pada belanja tidak terd uga . 

BAB III 
PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

Pasal 4 
(1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode 

rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga , objck 
belanja tidak terduga dan rincian objek belanja tidak terd uga. 

(2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada a vat ( 1) 
dialokasikan pada belanja SKPKD. 

• 

• 
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(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lain nva dalarn 
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 5) h u ru r a 
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-Perangkat Daerah. 

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dirnaksud pada avar 
(3) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah, kecuali u nt uk 
kebutuhan tanggap darurat bencana. 

(9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana digunakan hanya u n t u k 
pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evaku asi 
korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan , sandarig, 
pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara. 

(10) Penyelenggaraan penanggulangan bencana, bencana alam, bencana non alarn 
dan bencana sosial adalah se bagai beriku t: 
a. penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang rneliputi 

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko tirnbu lnya bcncana. 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi: 

b. bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh perist iwa at :-1 LI 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain ber u pa gcrnpc1 
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan , chm t anah 
longsor; 

c. bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peri stiwa a t a u 
rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gaga] teknologi. gaga] 
modernisasi, epidemi, pandemi dan wabah penyakit lainnya; 

d. bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa at au 
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manu sia yang melipu l i konflik 
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. 

(11) Kegiatan penanggulangan bencana alam mernpunyai kriteria sebagai beiik u t: 
a. pekerjaan yang harus segera dilaksanakan/ditanggulangi pada rahap 

tanggap darurat; 
b. pekerjaan yang harus segera diselesaikan clalam waktu yang sesi 11gk,1 t - 

singkatnya untuk keamanan dan keselamatan masyarakat; 
c. pekerjaan harus segera ditanggulangi untuk mencegah atau menghinclari 

kerugian negara/masyarakat yang lebih besar; 
d. pekerjaan yang harus segera dilaksanakan dalarn rangka ke-lanc-aran 

kegiatan masyarakat semu la. 
( 12) Kegiatan penanggulangan bencana non alam mempunyai kriteria schaga i 

berikut: 
a. penanggulangan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OIYI') ·' a ng 

mengakibatkan serangan hama penyakit yang eksplosif; 
b. penanggulangan kekurangan pangan; 
c. penanggulangan epidemi, pandemi dan wabah penvakit lain nya: 

(13) Kegiatan penanggulangan bencana sosial mempunyai kriteria sebagai bcrik u t 
a. adanya kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya; 
b. pekerjaan yang harus segera diatasi dalam upaya terlaksananva st a hilit a s 

penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya kearnanan, kctr-ru ra mn 11. 

ketertiban dan kesehatan masyarakat. 
(14) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun selx-lu rnnva 

yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 avat (1) hu ru f b h a ru s 
didukung dengan bukti-bukti yang sah. 

• 

• 
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BABV 
MEKANISME PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN 

Pasal 7 
(1) Mekanisme Penggunaan dan pelaksanaan Belanja Tidak Terd uga untuk 

kebutuhan tanggap darurat bencana, adalah sebagai berikut: 
a. adanya laporan telah terjadinya bencana yang mengakibatkan suatu keadaan 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelornpok 
orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera; 

b. berdasarkan laporan sebagaimana tersebut dalam huruf a, Bu pati 
memerintahkan Perangkat Daerah terkait untuk segera melakukan survey ke 
lokasi kejadian dan membuat laporan tentang fakta di lapangan/keaclaan 
yang sebenarnya, membuat kajian perihal status kejadian derigan 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan serta menyarnpaikan 
rekomendasi penanggulangan kepada Bupati; 

c. berdasarkan laporan hasil survey serta rekomendasi Perangka t Daerah 
terkait, Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana clengan 
menerbitkan surat pernyataan tanggap darurat bencana; 

d. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala Pcrarigkat 
Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan 
Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepacla PPI< D 
selaku BUD; 

e. RKB dapat disusun bedasarkan identifikasi terhadap: 
1. caku pan lokasi bencana; 
2. jumlah korban bencana; 
3. kerusakan prasarana dan sarana; dan 
4. gangguan terhadap fungsi pelayanan um um serta pemerintahan. 

f. RKB dapat berupa kebutuhan belanja untuk mobilisasi tenaga medis obat­ 
obatan, pemenuhan kebutuhan dasar /ketersediaan barang (bufTer stock), 
logistik/sandang dan pangan, pencarian dan penyelamatan korban bcncana, 
pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih clan 
sanitasi, pelayanan kesehatan, pemulihan dengan segera pra sara na clan 
sarana vital, penampungan, tempat hunian sementara se rta biava 
operasional tanggap bencana; 

g. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap daru rat be ncn na. 
Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai penggunaan belanja tid ak 
terduga; 

h. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Ke pa la 
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggu langa n 1Jcnu111c1 
paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; 

1. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisrne !JS 
ke rekening Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan 
bencana dan/atau ke rekening bendahara PPKD untuk kemudian disera hkan 
ke Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggu langan bencaria: 

J. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku k as umurn 
tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; 

k. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan 
bencana menyampaikan laporan penggunaan dana tanggap daru rat keparla 
PPKD; 

1. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fu ngsi penanggulangan 
bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan 
dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya. 

• 

• 
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Pasal 8 
(1) Pengembalian atas kelebihan penerimaaan daerah tahun sebelu mnva varig 

telah ditutup sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 5 ayat (1) huruf b, dilaku ka n 
dalam hal: 
a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang bu k an 

merupakan objek pajak.retribusi yang terutang atau yang seharu snva tid ak 
terutang; 

b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakihatkan 
pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada 
pajak/retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut; 

c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan meru pakan 
objek/retribusi; 

d. terdapat kelebihan penerimaan daerah yang harus dikembalikan; 
e. pelaksanaan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan h u k u rn 

tetap, yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang ha ru s 
dibayarkan kepada pihak ketiga;atau 

f. adanya perubahan dan atau perintah peraturan perundang-u ndangan. 

(2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk pengernbalian mas 
kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat ( l) h u ru r c. 
adalah se bagai beriku t: 

(2) Mekanisme penggunaan dan pelaksanaan belanja kebutuhan tidak terduga 
untuk pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, penampungan, 
tempat hunian sementara adalah sebagai berikut: 
a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala ,Jen111gkat 

Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bekerjasa ma 
dengan instansi terkait membuat kajian dan telaahan atas has ii su rvev 
lapangan kepada Bupati terkait kerusakan prasarana dan sarana vital publik 
disertai foto-foto dokumentasi dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belan_ja 
(RKB) dengan melampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar/clesain 
kegiatan serta biaya umum kegiatan yang akan dibiayai dari belanja tidak 
terduga untuk mendapat persetujuan; 

b. berdasarkan RKB yang diajukan, Bupati menetapkan Keputusan Bu pati 
mengenai penggunaan belanja tidak terduga; 

c. pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik/belanja Barang da n .Ja sa 
dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pcrigadaan 
barang/jasa pemerintah; 

d. pencairan kegiatan pembangunan fisik/belanja barang dan jasa dilaku kan 
dengan mekanisme LS ke rekening pihak ketiga sedangkan pencairan biava 
umum kegiatan dilakukan dengan mekanisme LS ke rekening bcncla hara 
PPKD; 

e. bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan SPP-LS berdasarkan perrnin taan 
dari Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan perianggu langan 
bencana disertai rekomendasi dari Pejabat Pembuat Kornitrne n kegiat an 
dengan melampirkan dokumen kelengkapan SPP-LS sesuai pera: u ra n 
perundang-undangan ten tang pengelolaan keuangan daerah; 

f. Kuasa Pengguna Anggaran pada PPKD menerbitkan SPM-LS setela h l\JctiJ,·:U 
Penatausahaan Keuangan meneliti kelengkapan dokumen SPP- LS ·' ang 
diajukan oleh Bendahara PPKD; 

g. PPKD selaku BUD dapat mencairkan dana kepada penyedia barang/ja sa 
setelah kelengkapan dokumen SPM-LS lengkap; 

h. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan 
bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan 
dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya sebagai objek pemeriksaan. 

• 

• 



• 

• 



9 

Pasal 10 
(1) Tata cara pengadaan barang/jasa dalam penggunaan belanja tid a k terduga 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibida ng 
pengadaan barang/jasa pemerintah. 

Pasal9 
(1) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak lainnya yang belurn tersedia 

anggarannya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayar ( l) huruf 
c mencakup: 
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya 

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan 
b. keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat . 
(2) Mekanisme penggunaan belanja tidak terduga urituk keperluan me-ndcsak 

lainnya yang belum tersedia anggarannya dalam APBD sebagaimana dimak sud 
padaayat (1), adalah sebagai berikut: 
a. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak yang belum tersC'dia 

anggarannya dalam APBD, Perangkat Daerah terkait merigajukan 
permohonan persetujuan penggunaan anggaran belanja tidak terrluga 
kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mcndos.ik 
serta melampirkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB); 

b. berdasarkan permohonan dari Perangkat Daerah terkait. Bu pat.i 
menetapkan keputusan mengenai penggunaan belanja tidak terduga: 

c. Perangkat Daerah terkait bertanggungjawab secara material dan fungsional 
atas kelengkapan persyaratan pemberian belanja tidak terduga; 

d. pelaksanaan kegiatan untuk keperluan mendesak d ilak sariakrm ses u a i 
peraturan perundang-undangan. 

a. Perangkat Daerah pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas 
kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan perierimaan 
daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; 

b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, Perangkat Daerah pengelola peridapatan 
menerbitkan Surat Keputusan Penerimaan Daerah Lebih Bayar (SK PD-LB); 

c. atas dasar SKPD-LB, Perangkat Daerah pengelola pendapatan melaku kan 
pengajuan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terd uga 
kepada Bupati; 

d. selanjutnya Perangkat Daerah pengelola pendapatan mengajukan nota 
pencairan dengan melampirkan: 
1. Keputusan Bupati tentang persetujuan penggunaan belanja ticlak 

terduga; 
2. surat keputusan penerimaan daerah lebih bayar dan atau bukti-hukti 

yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan dacrah 
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup; 

3. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim sebagaimana d im ak aud 
pada huruf a; 

4. berita acara serah terima uang bermeterai cukup; 
5. kwitansi bermeterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima , lunas 

dibayar oleh bendahara pengeluaran PPKD dan setuju dibavar oleh 
Pengguna Anggaran a tau Kuasa Pengguna Anggaran. 

(3) Berdasarkan nota pencairan beserta lampirannya, bendahara pengeluaran 
PPKD mengajukan Surat Permintaaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan 
pembebanan pada rekening belanja tidak terduga, untuk selanjutnya Ku asa 
Pengguna Anggaran pada PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar 
(SPM-LS) dan PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencaira n Dana 
(SP2D-LS). 

• 

• 



• 

• 
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(1) BPKPAD, mempunyai tugas: 
a. mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai kebutuhan akibat beban 

tugas dan bendahara pengeluaran kepada Bupati; 
b. menetapkan SPD atas kegiatan penanggulangan bencana yang diu su lkan 

Kuasa Pengguna Anggaran BPKPAD; 
c. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana belanja tidak tercl uga 

secara berkala kepada Bupati dan Ketua DPRD. 
(2) Kuasa Pengguna Anggaran BPKPAD, mempunyai tugas: 

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran 
Belanja Tidak Terduga (mempersiapkan SPD); 

b. melakukan pengujian terhadap pembayaran dana Belanja Tidak Terduga 
atas berkas yang diajukan Kepala Perangkat Daerah; 

c. menandatangani Surat Perintah Membayar; 
d. menandatangani kwitansi; 
e. membuat laporan realisasi penggunaan dana belanja tidak tercluga secara 

berkala. 
(3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah, mempunyai tugas: 

a. mengangkat PPK,PPTK, Pejabat Pengadaan, Perencana, Panitia z Pejaua: 
Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP /PjPHP) pad a instan sinya se su a I 

kebutuhan; 
b. menandatangani kelengkapan adrninistrasi terkait dengan beban dana 

belanja tidak terduga; 
c. mengajukan permohonan permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna 

Anggaran BPKPAD atas usulan Pejabat Pembuat Komitme n in ata n si 
dimaksud; 

d. mengusulkan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) yang diperlu kan d ala m 
penanggulangan bencana, baik penanggulangan fisik maupun nori-fisik ·' .. rng 
akan dibebankan pada belanja tidak terduga; 

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan clengan pembebanan 
dana belanja tidak terduga; 

f. mempertanggungjawabkan penggunaan belanja tidak terd uga seen ra f'isik 
dan keuangan. 

Pasal 12 

BAB VJ 
TIM PELAKSANA KEGIATAN 

Pasal 11 
(1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Belanja Tidak Tercluga un tu k kegiatan 

fisik, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan melalui l<eputusan 
Bupati. 

(2) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksucl ayat (1) adala h: 
a. BPKPAD; 
b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BPKPAD; 
c. Kepala Organisasi Perangkat Daerah; 
d. Pejabat Pembuat Komitmen; 
e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 
f. Perencana; 
g. Pengawas Lapangan; 
h. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/PjPHP); dan 
i. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Tapanuli Utara. 

(2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga dalarn rangka penarig-man 
pandemi COVID-19 atau wabah penyakit lainnya ditetapkan dalarn 
keputusan Bupati sesuai dengan berpedoman kepada pe ra tu ra n 
perundang-undangan. 

• 

• 



• 
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BAB VII 
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasa1 13 
(1) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terrluga 

untuk dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pera ngkar 
Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada f>f'!~L) 
dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap scr: c1 su rat 
pernyataan tanggung jawab belanja. 

(2) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tida k ten! uga 
untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan claerah ta h u n-r.a h u n 
sebelumnya yang telah ditutup dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD. 

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidal: terd uga 
untuk keperluan mendesak disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang 
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD ciengan 
melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sert a su rat 
pernyataan tanggung jawab belanja. 

(4) Pejabat Pembuat Komitmen, mempunyai tugas : 
a. melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan su mber 

daya yang dimiliki/tersedia; 
b. melakukan penunjukan Penyedia dalam penanganan keadaan darurat: 
c. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ); 
d. apabila diperlukan, melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada 

Penyedia; 
e. menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/Surat Perintah Pengir iman 

(SPP); 
f. mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan 
g. melakukan perikatan/perjanjian. 

(5) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, mempunyai tugas : 
a. menyiapkan laporan kepada PPK terkait perkembangan pelak sariaan 

kegiatan di lapangan; 
b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan 

kegiatan mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun clokurnen 
administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran; 

(6) Perencana, mempunyai tugas untuk melakukan survey lokasi bencana alarn. 
membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Garn bar/ Desain; 

(7) Pengawas Lapangan, mempunyai tugas: 
a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan penyedia 

barang/jasa agar sesuai dengan besaran dan persyaratan teknis/ desain; 
b. memeriksa laporan harian, mingguan dan bulanan tentang kernajuan clan 

penyelesaian pekerjaan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa. 
(8) Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP /PjPHP), mempu nyai tu gas 

untuk melakukan pemeriksaan Administrasi hasil pekerjaan setelah diserah 
terimakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran: 

(9) Bagian Administrasi Pembangunan, mempunyai tugas: 
a. melakukan survey bersama dengan Perangkat Daerah terkait atas terjadinva 

bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial; 
b. menelaah laporan hasil survey atas laporan terjad inya bencana alam , 

bencana non alam,bencana sosial dan kegiatan mendesak lainnya: 
c. membuat kajian dan telaahan tentang penetapan kriteria tanggap daru rat 

yang perlu ditanggulangi dengan pembebanan pad a be1anja tidak terd uga . • 

• 



• 
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ALBOIN 
Pembina TK.I (IV/b) 
NIP. 19640615 198403 1 003 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE 
BERITRA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 03, 

Dto,- • 
Diundangkan di Tarutung 
pada tanggal ~ ,b1 · ~ti.u 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, 

NIKSON NABABAN 

Dto,- 

Ditetapkan di Tarutung 
pada tanggal o~ , t>.:, , 2-01.1 

BUPATITAPANULIUTARA, 

• 
BAB VIII 

PENUTUP 
Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya 
laku surut sejak bulan Januari 2021. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara . 

Pasal 14 
(1) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas penggunaan belanja tidak 

terduga untuk dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 13 ayat (1) dan untuk belanja keperluan mendesak yang belum tersedia 
anggarannya pada APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) dibuat 
dan disimpan oleh Perangkat Daerah pelaksana kegiatan sebagai dokumen 
pertanggungjawaban. 

(2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atas penggunaan belanja tidak 
terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun 
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) 
dibuat dan disimpan oleh SKPKD sebagai dokumen pertanggungjawaban. 



• 

• 


